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Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan 

Perundang-undangan, Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 

Nomor 82,. Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234. 

Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah, Lembaran 

Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244,. Tambahan Lembaran 

Negara Republik Indonesia Nomor 5587. 

Peraturan Pemerintah Nomor 65 Tahun 2005 tentang Pedoman Penyusunan dan 

Penerapan Standar Pelayanan Minimal, Lembaran Negara Republik 

Indonesia Tahun 2005 Nomor 150,. Tambahan Lembaran Negara Republik 

Indonesia Nomor 4585. 

Peraturan Pemerintah Nomor 2 Tahun 2018 Tentang Standar Pelayanan Minimal, 

Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 2,. Tambahan 

Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6178. 

Permendagri Nomor 120 Tahun 2018 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah 

Permendagri Nomor 59 Tahun 2021 Tentang Penerapan Standar Pelayanan 

Minimal 

Permendagri Nomor 13 Tahun 2024 tentang Penyelenggaraan Posyandu 

Perwali Surabaya Nomor 67 Tahun 2021 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, 

Uraian Tugas dan Fungsi serta Tata Kerja Sekretariat Daerah Kota Surabaya 

Perwali Nomor 138 Tahun 2023 Tentang Rencana Aksi Penerapan Standar 

Pelayanan Minimal Di Kota Surabaya Tahun 2024-2025  

Lain-lain 

Wawancara dengan Kepala Sub Bagian Administrasi Pemerintahan Dan Otonomi 

Daerah, Kartiko Adi Nugroho S.T., pada hari kamis, tanggal 30 Oktober 
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2025 Pukul 17.32 di Pemerintah Kota Surabaya Bagian Pemerintahan 

dan Kesejahteraan Rakyat Sekretariat Daerah Kota Surabaya. 

Wawancara dengan Kepala Sub Bagian Perundang-Undangan dan Dokumentasi, 

Ana Firli S.H., M.H, pada hari Kamis, tanggal 13 November 2025 Pukul 

08.48 di Pemerintah Kota Surabaya Bagian Hukum dan Kerjasama 

Sekretariat Daerah Kota Surabaya. 

 

 

 

 


